PENGALIHAN TANAH ASET DAERAH KOTA MAKASSAR YANG  DIPERUNTUKKAN SEBAGAI FASILITAS UMUM DAN FASILITAS  SOSIAL  (Studi Kasus Perumnas Antang) by BARA, MUH. ISRAJUDDIN
1 
 
SKRIPSI 
 
 
PENGALIHAN TANAH ASET DAERAH KOTA MAKASSAR YANG 
DIPERUNTUKKAN SEBAGAI FASILITAS UMUM DAN FASILITAS 
SOSIAL 
(Studi Kasus Perumnas Antang)  
 
 
 
 
 
 
 
OLEH : 
MUH. ISRAJUDDIN BARA 
B111 11 096 
 
 
 
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2015
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
PENGALIHAN TANAH ASET DAERAH KOTA MAKASSAR YANG 
DIPERUNTUKKAN SEBAGAI FASILITAS UMUM DAN FASILITAS 
SOSIAL 
(Studi Kasus Perumnas Antang) 
  
OLEH : 
 
 
MUH. ISRAJUDDIN BARA 
B111 11 096 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana dalam Bagian Hukum Keperdataan 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
2015 
ii 
 
iii 
 
Persetujuan Pembimbing 
Diterangkan bahwa Mahasiswa: 
Nama  : Muh. Israjuddin Bara 
NIM      : B111 11 096 
Program : Ilmu Hukum 
Bagian : Hukum Keperdataan 
Judul Skripsi : Pengalihan Tanah Aset Daerah Kota Makassar Yang 
Diperuntukkan Sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas 
Sosial. (Studi Kasus Perumnas Antang). 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
Makassar,     Juli  2015 
 
Pembimbing I      Pembimbing II 
 
 
 
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.    Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. 
NIP. 196671231 199103 2 002                      NIP. 19680711 200313 1 004 
iv 
 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : Muh. Israjuddin Bara 
Nomor Pokok : B111 11 096 
Bagian : Hukum Keperdataan 
Judul Skripsi  : Pengalihan Tanah Aset Daerah Kota Makassar  
Peruntukkan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 
Kepada Pihak Lain (Studi Kasus di Perumnas 
Antang, Jalan Bitoa II Blok 3, Kelurahan Manggala, 
Kecamatan Manggala). 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
 
Makassar,      Juli  2015    
           A.n. Dekan 
           Wakil Dekan Bidang Akademik  
 
 
           Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. 
           NIP.  
v 
 
KATA PENGANTAR 
Alhamdulillahir Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, berkah, dan 
hidayah, serta karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar 
mampu merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir 
pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam 
penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari 
bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai mahluk 
ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala 
bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan agar 
kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih 
yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayah Drs. 
La Bara dan Ibu Dra. Wahyuni yang senantiasa merawat, mendidik dan 
memotivasi, serta memberi dukungan kepada penulis dengan penuh kasih 
sayang. Terimakasih penulis haturkan pula kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus Pembimbing I penulis, 
ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing 
dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
vi 
 
2. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNHAS yang telah membimbing 
dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis 
selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin 
3. Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II  yang 
senantiasa menyempatkan waktu dalam membimbing penulis untuk 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
4. Dewan Penguji, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., Bapak 
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, 
S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga 
dalam penyusunan skripsi ini; 
5. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum UNHAS yang 
senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan 
6. Bapak Arnan selaku Staf Bagian Aset Pemerintah Daerah Kota 
Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk  diwawancarai guna 
penyelesaian skripsi ini 
7. Bapak Ilham dan Bapak Joko selaku Staf Ahli Sub Bagian Hukum dan 
Pertanahan Perum Perumnas Regional VII Kota Makassar yang telah 
meluangkan waktunya untuk  diwawancarai guna penyelesaian skripsi 
ini 
8. Bapak Mansur selaku Kepala Sub Bidang Pengaturan dan Penataan 
Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar yang telah 
vii 
 
meluangkan waktunya untuk  diwawancarai guna penyelesaian skripsi 
ini 
9. Bapak Andi Akbar selaku Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan 
Kanwil BPN Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk  
diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini 
10. Sahabat-sahabatku Nila Alfani, Inna, Nita, Afli, Emet, Ica, Fia, Ryandi 
Rukmana, Ridha, Andra, Randy, Adirwan Akbar atas dukungan dan 
kebersamaan maupun pelajaran hidup yang kalian berikan. 
11. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM Karate-Do Gojukai 
Fakultas Hukum UNHAS atas segala bantuan dan nasehat yang telah 
diberikan kepada penulis selama ini. 
12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh 
pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak 
bisa sebutkan satu per satu. 
Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah 
diberikan dengan penuh rahmat dan hidayahNya. Akhir kata, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam 
perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh 
            Makassar,      Juli  2015 
 
         Penulis 
viii 
 
ABSTRAK 
Muh. Israjuddin Bara ( B111 11 096), Pengalihan Tanah Aset Daerah 
Kota Makassar  Peruntukkan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 
Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Perumnas Antang) dibimbing oleh 
Farida Patittingi dan Zulkifli Aspan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum tanah 
aset daerah kota Makassar peruntukkan fasilitas umum dan fasilitas sosial 
yang dialihkan kepada pihak lain dan pelaksanaan pengalihan tanah aset 
daerah kota Makassar peruntukkan fasilitas umum dan fasilitas sosial 
kepada pihak lain.  
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) 
Status hukum tanah aset daerah Kota Makassar yang diperuntukan 
sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam hal ini di Perumnas 
Antang merupakan tanah negara. Penguasaan yuridis atas tanah tersebut 
ada pada Menteri Dalam Negeri sebagai pengelola tanah negara (barang 
milik negara), sebab Pemerintah Kota Makassar belum menyertipikatkan 
tanah tersebut sebagai Hak Pakai atas tanah sebagai fasilitas umum dan 
fasilitas sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar belum menjadi 
subjek hak atas tanah tersebut. 2) Pengalihan tanah aset daerah Kota 
Makassar yang peruntukannya sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial 
kepada pihak lain, secara yuridis prosedural telah melanggar ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah karena dasar hukum pengalihan tanah aset tersebut 
oleh Pemerintah Kota Makassar kepada pihak lain yaitu dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Pemindahtangan yang berdasarkan Surat 
Keputusan Ex Gemeente. Artinya, tanah tersebut merupakan tanah bekas 
milik Pemerintahan Belanda. Padahal keyataannya tanah tersebut 
merupakan penyerahan dari pihak Perumnas sebagai kewajiban untuk 
pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tanah merupakan sarana maupun hak dasar setiap manusia yang 
amat penting bagi kehidupan dan juga untuk pembangunan. Kehidupan 
manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk tempat 
pemukiman dan sumber mata pencaharian. Hal ini dijamin dalam Pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan 
bahwa  
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat” 
Pernyataan pada pasal tersebut menjelaskan bahwa secara konstitusional 
Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai 
bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka 
untuk kemakmuran rakyat. 
Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada Hak 
Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan 
pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum 
publik.1 Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin 
dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, maka dalam 
penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan 
                                                          
1 Aminuddin Salle, dkk. 2010. Hukum Agraria. Makassar : A.S. Publishing. Hlm. 98. 
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pengemban amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada 
Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.2 
Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan 
memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh 
warga Negaranya. Oleh karena itu berbicara mengenai tujuan hukum 
sama halnya berbicara mengenai tujuan Negara. Hal ini dapat terlihat 
dalam ketentuan-ketentuan Dasar Pokok Agraria, yang menempatkan hak 
menguasai Negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).  
Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan pasal 33 ayat 
3 UUD 1945 dijelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh 
Negara yaitu Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 UUPA bahwa bumi, air, dan ruang 
angkasa termaksud kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada 
tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat. Hak menguasai Negara tersebut dalam pasal 2 ayat 1 ini 
memberikan wewenang kepada negara untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut.  
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.  
                                                          
2 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (UUPA). 
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c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air, dan ruang angkasa  
Berdasar Pasal 2 UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut 
konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, 
melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk 
menguasai seperti hal tersebut diatas. Isi wewenang Negara yang 
bersumber pada hak menguasai oleh Negara tersebut semata-mata 
bersifat publik yaitu, wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan 
bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya 
sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat 
pribadi”. 3 
Dalam hak menguasai negara atas tanah, negara dapat 
melimpahkan atau menguasakan Pelaksanaannya kepada daerah 
swatantra (pemerintah daerah) sebagai mana yang disebutkan pada 
Pasal 2 ayat 4 UUPA. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa : 
“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya 
dapat dikuasakan kepada daerahdaerah Swatantra dan 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-
ketentuan Peraturan Pemerintah” 
 
Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa 
dengan demikian, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak 
                                                          
3  Penjelasan Umum Bagian ke II, Angka 2 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
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penguasaan dari negara atas tanah itu dilakukan dalam rangka tugas 
medebewind.4 
Kewenangan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada 
pemerintah daerah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu 
wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, 
persediaan tanah di daerah yang bersangkutan, sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat 2 UUPA yang meliputi perencanaan 
tanah pertanian dan tanah nonpertanian sesuai dengan keadaan daerah 
masing-masing. 
Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut 
yang berupa hak atas tanah termasuk hak pakai atas tanah negara. Di sisi 
lain, terdapat pula tanah negara yang tidak menjadi hak atas tanah yaitu 
hak pengelolaan. Penguasaan hak pakai atas tanah negara dan hak 
pengelolaan dapat dilimpahkan kepada instansi pemerintah tanpa 
terkecuali Pemerintah Kota Makassar.  
Penguasaan instansi pemerintahan di daerah atas tanah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut 
dinyatakan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang 
berasal dari perolehan lainnya yang sah, salah satu contohnya meliputi 
                                                          
4 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009, Kewenangan Pemerintah di 
Bidang Pertanahan, Jakarta : Rajawali Pers. Hlm 113. 
5 
 
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, 
termaksud disini penyerahan tanah oleh developer/pengembang kepada 
pemerintah daerah guna untuk pembangunan fasilitas umum (fasum) dan 
fasilitas sosial (fasos). 
Pemerintah daerah haruslah mengelola dengan baik tanah 
sebagai aset tersebut sesuai dengan konsep pengelolaan tanah aset 
daerah pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal 3 ayat (2) 
tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah 
meliputi delapan kegiatan, yaitu (1) penggunaan; (2) pemanfaatan; (3) 
pengamanan dan pemeliharaan; (4) penilaian; (5) penghapusan; (6) 
pemindahtanganan; (7) penatausahaan; (8) pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 
Berdasarkan Berita Online dari Sindonews,5 terdapat tanah yang 
dikuasai oleh pemerintah Kota Makassar termasuk yang diserahkan oleh 
Developer/pengembang untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas 
sosial kawasan perumahan dialihkan kepemilikannya dan bahkan 
diperjualbelikan. Artinya, ketentuan pemerintah daerah untuk 
pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan atas aset daerah belum 
sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Aset daerah yang 
yang dilalihkan ke pihak tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
                                                          
5 http://daerah.sindonews.com/read/730188/25/sejumlah-aset-pemkot-makasar-
berpindah-tangan-1363948791. Diakses tanggal 19 Januari 2015, Pukul 20.15. 
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terletak pada kawasan Perumnas Antang, Jalan Bitoa 2 Blok 3, Kelurahan 
Manggala, Kecamatan Manggala, seluas 785 meter persegi (m2). 
Adanya pengalihan tanah aset daerah ini ditanggapi oleh Kepala 
Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sul-Sel, Nur Alim Rachim 
menyatakan bahwa lahan seluas 785 m2  tersebut merupakan lahan 
dengan peruntukan fasum dan fasos yang telah diserahkan oleh Perum 
Perumnas kepada Pemkot Makassar, sebagai kewajiban penyediaan 
lahan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pemerintah, 
akan tetapi oleh sekelompok orang di lingkup Pemerintah Kota Makassar 
justru dialihkan, diselewengkan, dan kemudian dijadikan hak milik 
perseorangan.6 
Berdasarkan data sekunder yang diperoleh oleh penulis, 
pengalihan aset daerah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan 
fasilitas sosial tersebut menggunakan modus pengeluaran Surat 
Keputusan Walikota untuk pelepasan aset berdasarkan Ex Gemente atau 
lahan peninggalan Belanda. Akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah 
yang dibebaskan oleh Perum Perumnas serta telah diterbitkan Hak 
Pengelolaan atas tanah tersebut oleh Kantor Agraria Makassar pada 
waktu itu. 
 
 
                                                          
6.http://daerah.sindonews.com/read/729753/25/kejati-periksa-mantan-wali-kota-
makassar-1363859255. Diakses tanggal 19 Januari 2015, Pukul 20.33 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan “PENGALIHAN 
TANAH ASET DAERAH KOTA MAKASSAR PERUNTUKKAN 
FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL, di sini yang akan penulis 
fokuskan adalah masalah status hukum tanah aset daerah yang dialihkan 
ke pihak lain, dan pelaksanaan pengalihan aset daerah yang 
diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak 
lain.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah, 
yaitu: 
1. Bagaimana status hukum tanah aset daerah Kota Makassar untuk 
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dialihkan kepada pihak lain? 
2. Bagaimana pelaksanaan pengalihan tanah aset daerah Kota 
Makassar untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak 
lain? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui status hukum tanah aset daerah Kota Makassar 
untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dialihkan kepada 
pihak lain; 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan tanah aset daerah Kota 
Makassar untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak 
lain 
D. Manfaat Penulisan 
1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca di 
bidang agraria mengenai status hukum tanah aset daerah Kota 
Makassar untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dialihkan 
kepada pihak lain. 
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca di 
bidang agraria khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pengalihan tanah aset daerah Kota Makassar untuk fasilitas umum 
dan fasilitas sosial kepada pihak lain 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Menguasai Negara Atas Tanah 
Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada Hak 
Bangsa indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan 
pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum 
publik.7 Dengan demikian pengertian hak menguasai negara atas tanah 
adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, 
mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi 
pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan 
antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun 
hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan 
lainnya yang berkaitan dengan tanah.8 
Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan 
memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh 
warga negaranya. Oleh karena itu berbicara mengenai tujuan hukum 
sama halnya berbicara mengenai tujuan Negara. Hal ini dapat terlihat 
dalam ketentuan-ketentuan Dasar Pokok Agraria, yang menempatkan hak 
menguasai Negara atas tanah diatur dalam pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 
1960.9 Dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa hak menguasai dari 
                                                          
7 Aminuddin Salle et.al. 2010. Hukum Agraria. Makassar : A.S. Publishing. Hlm. 98. 
8Jurnal Hukum No Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : 118-136 Tentang 
Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945, Oleh 
Winahyu Erwiningsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Hlm. 127. 
9 Supriadi. 2010. Hukum Agraria. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 58. 
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Negara ini “merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat 
pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai 
seluruh wilayah Indonesia”.10 
Isi wewenang hak menguasai dari Negara atas tanah 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, adalah :11 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan tanah. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan tanah. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
tanah. 
Ketiga jenis kewenangan Negara tersebut sesungguhnya 
merupakan kewenangan pengaturan yang wajar dimiliki oleh Negara, 
meskipun dapat berakibat adanya pembatasan-pembatasan pada orang 
yang memegang hak tertentu atas tanah. Kekuasaan Negara mengenai 
tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh dari 
hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada 
yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas 
kekuasaan Negara tersebut.12 Pembatasan-pembatasan yang ditentukan 
oleh Negara tersebut tentunya harus berdasarkan pada kepentingan 
                                                          
10 Iman Soetiknjo. 1994. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta : Gadja Mada 
University Press. Hlm. 44. 
11 Aminuddin Salle et.al. 2010. Hukum Agraria. Loc. cit. Hlm. 98 
12 Lihat Penjelasan Umum II Angka 2 UUPA 
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rakyat Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun 
batasan - batasan negara dalam melaksanakan hak menguasai dari 
negara atas tanah, yaitu:13 
a. Hak menguasai dari negara atas tanah tidak boleh 
mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dipunyai oleh 
warga negara Indonesia, warga negara asing yang 
berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum. 
b. Untuk tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh 
seseorang atau pihak lainnya, berdasarkan hak menguasai dari 
negara atas tanah, negara mempunyai kekuasaan penuh untuk 
dapat memberikannya dengan suatu hak kepada warga negara 
Indonesia atau badan hukum menurut keperluan dan 
peruntukannya. 
Kewenangan negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi 
hak atas tanah baik yang ada pada perseorangan, masyarakat dan 
negara berhubungan erat dengan konsep keseimbangan antara hak dan 
kewajiban yang didalamnya mengandung unsur bahwa setiap hak 
terdapat di dalamnya kewajiban, demikian pula sebaliknya. Dengan 
demikian tiap perseorangan, masyarakat maupun negara berdasar hak 
masing-masing pada hakekatnya mempunyai kewajiban untuk :14 
                                                          
13 Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Edisi Pertama. 
Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 121. 
14 Jurnal Hukum Tentang Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas 
Tanah Oleh Winahyu Erwiningsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Op. cit. 
Hlm. 127. 
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a. Memanfaatkan tanah secara nyata bagi peningkatan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
b. Melindungi dan menjamin segala hak - hak rakyat atas tanah. 
c. Mencega segala tindakan yang menyebabkan rakyat tidak 
mempunyai kesempatan atau kehilangan hak atas tanah. 
Dengan demikian makna dari hak menguasai Negara adalah tuntutan 
Negara terhadap perseorangan, masyarakat dan Negara sendiri untuk 
melaksanakan hak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya 
dalam bentuk memanfaatkan tanah, melindungi dan menjamin hak - hak 
pihak lain serta mencegah tindakan yang menyebabkan pihak lain 
kehilangan kesempatan atau hak atas tanah. 
Dasar struktur hubungan penguasaan atas tanah antara 
perseorangan, masyarakat dan Negara tersebut di atas diyakini 
merupakan dasar yang akan mengantarkan bangsa Indonesia kepada 
kejayaan di masa depan. Oleh karena itu Negara sebagai organisasi 
kekuasaan bangsa serta kedudukannya sebagai badan penguasa dalam 
menjalankan fungsi mengatur, mengurus, dan mengawasi didalamnya 
mengandung substansi yakni tercapainya sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Hak menguasai negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan 
kepada daerah-daerah swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat-
masyarakat hukum, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 
13 
 
kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan 
pemerintah.15 
B. Tanah Aset Daerah 
Barang milik negara/daerah merupakan bagian tak terpisahkan 
dengan keuangan negara/daerah sehingga memerlukan pengelolaan agar 
dapat digunakan maksimal untuk kepentingan negara/daerah dalam 
pencapaian tujuannya.16 
Penggunaan barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib 
mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.17 Dengan demikian dapat 
menimbulkan manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada 
masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi 
pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada 
masyarakat. 
Dalam pengelolaan barang milik negra/daerah terdapat instrument 
hukum agar barang tersebut memperoleh perlindungan hukum. Instrument 
hukum itu berupa larangan, antara lain :18 
a. Untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas 
tagihan kepada pemerintah pusat/daerah. 
b. Digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. 
                                                          
15 ibid. Hlm. 121. 
16  Muhammad Djafar Saidi. 2013. Hukum Keuangan Negara, Jakarta : Rajawali 
Pers. Hlm. 40. 
17  Ibid.  
18 Ibid. Hlm. 42.  
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c. Penyitaan terhadap : 
1) Barang bergerak milik negara baik yang berada pada instansi 
pemerintah maupun pada pihak ketiga. 
2) Barang tidak bergerak (tanah) dan hak kebendaan lainnya milik 
negara/daerah. 
3) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
Barang milik negara berupa tanah yang dikuasai oleh pemerintah 
harus disertifikatkan atas nama pemerintah yang bersangkutan. Tanah 
yang dimaksudkan disini masuk kategori aset tetap. Berdasarkan 
penjelasan dalam Lampiran II dari Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tanah diakui menjadi aset 
tetap daerah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :19 
1. Diperoleh dengan maksud untuk kegiatan operasional pemerintah dan 
dalam kondisi siap pakai misalnya setelah tanah dimatangkan sampai 
siap dipakai;Menurut Lampiran II Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tanah merupakan aset 
tetap. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap adalah tanah 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai20 
2. Adanya bukti penguasaan   
                                                          
19 Skripsi Afif Mahfud. Op.cit. Hlm. 48 
20 Lampiran II. Peranturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah No 7 tentang Akuntansi Tetap. Op.cit. angka 9. 
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Sertifikat hak tanah atas nama pemerintah daerah yaitu sertifikat hak 
pakai dan sertifikat hak pengelolaan. Artinya, pemerintah dapat 
memiliki hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah. Dengan demikian, 
apabila belum terdapat bukti penguasaan secara hukum berupa 
sertifikat atas nama pemerintah daerah maka pemerintah daerah 
harus memiliki bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 
berpindah seperti sertifikat atas nama pemilik sebelumnya agar dapat 
diakui sebagai aset. 
Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap tanahnya yang 
berstatus Hak Pakai adalah mempergunakan tanah untuk kepentingan 
pelaksanaan tugasnya. Kalau tanahnya berstatus hak pengelolaan, maka 
kewenangannya adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan 
tanah, mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. 
Rumusan umum mengenai hak pakai diatur dalam Pasal 41 
UUPA. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 
milik orang lain yang memberikan wewenang dan kebijakan yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 
dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. 
 
Perkataan menggunakan dalam definisi tersebut menunjuk pada 
pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan 
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bangunan sedangkan perkataan memungut hasil  menunjukan bahwa hak 
pakai dapat digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan.21 
Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, dari rumusan yang 
diberikan dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut dapat 
kita ketahui bahwa pemberian Hak Pakai ini bersumber pada:22 
a. Tanah yang dikuasai lansung oleh negara, dalam bentuk 
keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang. 
b. Tanah yang telah dimiliki dengan Hak Milik oleh orang 
perorangan tertentu, berdasarkan perjanjian dengan pemilik 
tanah tersebut. 
Pengaturan mengenai subjek hak pakai ini tertuang dalam Pasal 
42 UUPA. Dalam pasal tersebut menetapkan bahwa yang dapat 
mempunyai hak pakai, adalah: Warga negara Indonesia, orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang 
memiliki perwakilan di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 42 UUPA tidak 
menunjukkan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah sebagai pihak yang 
dapat mempunyai hak pakai. Disini hanya hanya disebutkan bahwa salah 
satu subjek hak pakai adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
                                                          
21 Urip Santoso. 2008. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group. Hlm. 115 
22 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. Hak-Hak Atas Tanah, edisi pertama, 
Cetakan Ke-5. Jakarta: Kencana. Hlm. 246. 
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Pemerintah Daerah pertama kali disebutkan sebagai subjek hak 
pakai setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 
Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara. 
Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dinyatakan bahwa: “Jika hak 
penguasaan atas tanah yang diberikan kepada departemen-departemen, 
direktorat-direktorat, dan Daerah Swatantra dipergunakan untuk 
kepentingan intansi-intansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai”. 
Pengaturan tersebut lebih terinci dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah 
No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai Atas Tanah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang 
dapat memiliki hak pakai adalah: warga negara Indonesia, badan hukum 
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 
departemen, lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah 
daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang memiliki perwakilan 
di Indonesia serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan 
internasional. 
Asal tanah hak pakai diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA. Dalam 
pasal tersebut dinyatakan bahwa asal tanah hak pakai adalah tanah yang 
langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain. Hal yang sama 
juga diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996. 
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut lebih tegas disebutkan bahwa 
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tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah 
hak milik dan tanah hak pengelolaan.23 
Selain Hak Pakai atas Tanah, hak penguasaan atas tanah yang 
dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah Hak Pengelolaan. Menurut 
Supriadi, Hak Pengelolaan bukanlah nama yang diberikan oleh UUPA. 
Namun demikian, hak pengelolaan sebenarnya berasal dari terjemahan 
Bahasa Belanda, yang berasal dari kata Beheersrecht, artinya hak 
penguasaan.24  Hak Penguasaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 
8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah - Tanah Negara. 
Secara singkat, inti dari Peraturan Pemerintah tersebut sebagai 
berikut:25 
a. Penguasaan atas tanah negara berada pada Menteri Dalam 
Negeri, kecuali bila tanah Negara itu telah diserahkan kepada 
Kementerian/Jawatan atau Daerah Swatantra (Pasal 2 dan 3) 
b. Penguasaan atas tanah Negara dapat diserahkan kepada 
Kementrian/Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu 
dan kepada Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan 
kepentingan daerahnya (Pasal 4). 
c. Jika tanah dalam butir b tidak digunakan lagi, penguasaannya 
diserahkan kembali kepada Mendagri (Pasal 5) 
                                                          
23 Hak pakai yang berasal dari hak pengelolaan diberikan dengan keputusan 
pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak 
pengelolaan. (Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah) 
24 Supriadi. 2007. Hukum Agraria. Op.cit. Hlm. 148 
25 Maria SW Sumardjono. 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya. Jakarta : Kompas Media Nusantara. Hlm. 199. 
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d. Penguasaan yang diberikan kepada Kementerian/Jawatan atau 
Daerah Swatantra dapa dicabut kembali oleh Mendagri bila : (1) 
penyerahan itu belum atau tidak tepat lagi, (2) luas tanah yang 
diserahkan melebihi keperluannya, (3) tanah tidak dipelihara 
atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (Pasal 8). 
e. Tanah negara yang penguasaannya diserahkan kepada 
Kementrian/Jawatan dan Daerah Swatantra, sebelum digunakan, 
dapat diberikan kepada pihak lain dalam waktu pendek dengan 
izin Kementerian/Jwatan dan Daerah Swatantra tersebut. Izin 
bersifat sementara dan dapat dicabut serta harus diberitahukan 
kepada Mendagri (Pasal 12). 
Secara tersurat, UUPA tidak menyebut Hak pengelolaan, tetapi 
hanya menyebut pengelolaan dalam Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 
UUPA, yaitu: 
Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 
seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut 
peruntukan dan kperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bngunan, dan Hak Pakai, atau memberikannya dalam 
pengelolaan (garis bawah penulis) kepada suatu badan penguasa 
(Kepartemen,jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk digunakan 
bagi pelaksanaan tugasnya masing - masing. 
 
Istilah Hak Pengelolaan muncul pertama kali dengan berlakunya 
Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan 
Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Hak penguasaan tanah Negara ini 
kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dimaksud, haknya 
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dikonversi (diubah atau disesuaikan) menjadi Hak Pakai apabila tanahnya 
digunakan sendiri untuk keperluan tugas-tugas pemerintahan, sedangkan 
apabila tanahnya yang dimaksud oleh instansi yang bersangkutan 
direncanakan untuk diberikan bagian-bagian dengan suatu hak pada 
pihak ketiga maka itulah yang disebut Hak Pengelolaan.26 Istilah Hak 
pengelolaan terdapat pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 
Tahun 1965, yaitu: 
Jika tanah negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1, selain 
dipergunakan untuk kepentingan intansi-intansi itu sendiri , 
dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan suatu hak kepada 
puhak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi 
menjadi Hak Pengelolaan (garis bawah penulis) sebagai dimaksud 
dalam pasal 5 dan 6, yang berlansung selama tanah tersebut 
dipergunakan untuk keperluan itu oleh intansi yang bersangkutan. 
Menurut Urip Santoso, dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 
1965 menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan Lahir dari konversi hak 
penguasaan atas tanah negara. Hak Pengelolaan lahir tidak didasarkan 
pada undang - undang, akan tetapi didasarkan pada peraturan Menteri 
Agraria. Dengan peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 lahir jenis 
hak penguasaan atas tanah yang baru dalam tanah nasional, yaitu Hak 
Pengelolaan.27 
Definisi hak pengelolaan secara resmi baru dicantumkan dalam 
Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak 
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam 
                                                          
26 Rusmadi Murad. 2013. Administrasi Pertanahan, Pelaksanaan Hukum 
Pertanahan dalam Praktek. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm. 165. 
27 Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria : Kajian Koprehensif. Jakarta : Kencana 
Prenada Media Group. Hlm. 159. 
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Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa hak pengelolaan adalah 
hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 
dilimpahkan kepada pemegangnya.  
Definisi yang lebih lengkap tentang hak pengelolaan disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat (3)  Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak 
Pengelolaan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa hak pengelolaan 
adalah hak menguasai negara atas tanah yang kewenangan 
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk 
merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah 
untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian 
tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak 
ketiga. Akan tetapi Boedi Harsono menyatakan bahwa Hak Pengelolaan 
pada Hakekatnya bukan hak atas tanah, melainkan gempilan Hak 
menguasai dari Negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan 
kepada pemegangnya.28 
Apabila kita berbicara mengenai hak pengelolaan maka kita harus 
mengetahui subjek dari hak pengelolaan tersebut. Terdapat beberapa 
peraturan mengenai subjek hak pengelolaan dan yang terbaru adalah 
Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam pasal tersebut 
                                                          
28 Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan 
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Op.cit. Hlm. 280. 
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dinyatakan bahwa badan-badan hukum yang dapat diberikan hak 
pengelolaan adalah: instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), P.T. Persero, 
Badan Otorita dan Badan-badan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.29 
Ada dua cara perolehan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh 
Pemerintah Daerah, yaitu penegasan konversi dan pemberian hak. 
Pertama Konversi adalah perubahan status hak atas tanah menurut 
hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA. Berkaitan dengan 
perolehan Hak pengelolaan melalui konversi, Boedi Harsono menyatakan 
bahwa:30 
“Menurut Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965, Hak 
Pengelolaan yang pertama-tama ada pada waktu mulaiberlakunya 
UUPA adalah yang berasal dari konversi hak penguasaan atau hak 
beheer, yaitu yang tanahnya selain dipergunakan untuk 
kepentingan instansi yang bersangkutan, dimaksudkan juga untuk 
dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. Hak 
Pengelolaan yang berasal dari konversi tersebut berlansung 
selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan itu. Pelaksanaan 
konversi itu diselenggarakan oleh kantor pendaftaran tanah yang 
bersangkutan dan jika tanahnya belum didaftar dikantor 
pendaftaran tanah, baru diselenggarakan setelah pemegang 
haknya dating mendaftarkannya.” 
Jadi melalui penegasan konversi, hak penguasaan atas tanah negara 
yang dipunyai oleh Pemerintah Daerah (Daerah Swatantra) diubah 
haknya menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Hak penguasaan atas 
tanah negara yang tanahnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh 
Pemerintah dikonversi menjadi Hak Pakai, sedangkan hak penguasaan 
                                                          
29  Skripsi Afif Mahfud. Op.cit. Hlm. 38. 
30 Jurnal Dinamika Hukum, Oleh Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah 
Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah, Vol. 12 No.1 Januari 2012. Hlm 191. 
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atas tanah negara yang tanahnya disamping dipergunakan untuk 
kepentingan sendiri oleh pemerintah daerah juga untuk dapat diberikan 
dengan suatu hak kepada pihak ketiga oleh pemerintah daerah dikonversi 
menjadi Hak Pengelolaan. Hak pakai dan Hak Pengelolaan ini lahir 
setelah hak penguasaan atas tanah negara didaftarkan ke kantor 
Pendaftaran Tanah dan diterbitkan sertifikat Hak Pakai atau Hak 
Pengelolaan sebagai tanda bukti haknya.31 
Kedua, Pemberian Hak  menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, 
adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah 
Negara, perpanjangan waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, 
termaksud pemberian hak diatas Hak Pengelolaan. Bentuk penetapan 
Pemerintah dalam pemberian hak yaitu berupa Surat Keputusan yang 
diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 
atau pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang 
diberikan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah.32 
Secara garis besar, perolahan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan 
oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian hak, yaitu Pemerintah Daerah 
mengajukan permohonan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan kepada 
Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat. Setelah persyaratan yang ditentukan dalam 
permohonan pemberian hak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka 
                                                          
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan 
Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atau Haka Pengelolaan. Surat 
Keputusan Pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan wajib didaftarkan 
oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan sertifikat Hak Pakai atau Hak 
Pengelolaan. Maksud diterbitkannya sertifikat adalah agar pemegang hak 
dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak 
dan mendapatkan jaminan kepastian hukum serta memiliki kewenangan 
atas tanah tersebut yang dihakinya.33 
Berbicara mengenai kewenangan atas suatu tanah yang dihaki 
oleh seseorang atau badan hukum, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan 
Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak 
Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang 
Kebijaksanaan Selanjutnya menyatakan bahwa pemegang hak 
mempunyai kewenangan untuk : 
a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya; 
c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak 
ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun; 
d. Menerima uang pemasukan /ganti rugi dan/atau uang wajib 
tahunan. 
                                                          
33 Ibid. Hlm 192. 
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Wewenang tersebut menjadi dasar bagi pemegang hak penguasaan atas 
tanah untuk mempergunakan tanah menurut keperluan dan 
peruntukannya. Kalau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
berstatus Hak Pakai, maka kewenangan terhadap  tanahnya adalah 
mempergunakan tanah hak pakai tersebut untuk kepentingan 
pelaksanaan tugasnya. Kalau tanah Hak Pakai tersebut tidak lagi 
dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, maka Hak Pakai 
tersebut hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara.34 
Ketentuan-ketentuan tentang Hak Pakai yang dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah, dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, aspek 
penggunaan tanahnya, hak pakai ini dipergunakan untuk kepentingan 
pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah; kedua, aspek masa penguasaan 
tanahnya, hak pakai ini tidak berjangka waktu tertentu, melainkan berlaku 
selama tanahnya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya; 
ketiga, aspek sifatnya, Hak Pakai ini bersifat right to use, yaitu haknya 
hanya mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, 
tidak right of disposal, yaitu tidak berhak mengalihkan atau menjadikan 
jaminan utang;  keempat,  aspek peralihan hak, Hak Pakai ini tidak dapat 
dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain melalui jual beli, tukar 
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, atau lelang; kelima,  
aspek pembebanan hak, Hak Pakai ini tidak dapat dijadikan jaminan utang 
dengan dibebani hak tanggungan; keenam,  pihak lain yang memerlukan 
                                                          
34 Ibid. 
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tanah Hak Pakai ini ditempuh melalui pelepasan atau penyerahan oleh 
Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); ketujuh,  Hak Pakai ini tidak dapat 
disewakan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain karena tanah yang 
dapat disewakan hanya tanah yang berstatus Hak Milik.35 
Kemudian Kalau tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah 
yang berstatus Hak Pengelolaan, maka Pemerintah daerah mempunyai 
beberapa wewenang. Pertama, merencanakan peruntukan dan 
penggunaan tanah. Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak 
Pengelolaan mempunyai wewenang berupa merencanakan peruntukan 
dan penggunaan tanah untuk keperluan perumahan, industry, 
perdagangan, pertokoan, atau perkantoran. Kedua,  menyerahkan bagian 
- bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja 
sama dengan pihak ketiga. Jadi Pemerintah Daerah dapat menyerahkan 
bagian - bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dalam bentuk 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.36 
Pihak ketiga yang ingin memperoleh Hak Guna Bangunan atau 
Hak Pakai dari tanah Hak Pengelolaan harus melalui Perjanjian 
Penggunaan Tanah dengan Pemerintah Daerah. Perjanjian Penggunaan 
Tanah dapat dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. 
Ketentuan tentang perjanjian Penggunaan Tanah diatur dalam Pasal 4 
                                                          
35 Ibid. Hlm 193. 
36 Ibid. Hlm 194. 
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ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 9 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :37 
“Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak 
Pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh 
penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang 
Hak Pengelolaan.” 
C. Peralihan Hak Atas Tanah 
Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa 
dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan 
hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Dalam hal peralihan hak 
atas tanah aset daerah dapat melalui penghapusan dan 
pemindahtanganan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan 
pemindatanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang 
Milik Daerah dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat 
yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.38 
Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang 
                                                          
37 Ibid. 
38 Pasal 1 ayat (14) PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
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Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.39  
Seperti yang sudah dijelaskan di atas pemindahtanganan adalah 
pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari 
penghapusan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih 
dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.40 
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau 
Bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:41 
a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan 
kota;  
b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti 
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;  
c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;  
d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum;  
e) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya 
dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 
                                                          
39 Pasal 1 ayat (15). PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
40 Pasal 58 ayat (1). Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara. 
41 Ibid. Pasal 58 ayat (2). 
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Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas 
penghapusan barang milik daerah, meliputi:42 
1. Jual Beli 
Berkenaan dengan pengertian jual beli tanah, Boedi Harsono 
dala buku Urip Santoso menyatakan bahwa pengertial jual beli tanah 
adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan 
tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada 
saat itu juga pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan 
kesepakatan kedua pihak.43  
Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 
2007 tidak menggunakan kata jual beli tetapi menggunakan kata 
Penjualan. Dalam aturan tersebut pengertian Penjualan adalah 
pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan 
menerima penggantian dalam bentuk uang.44 
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan 
berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: 45 
a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle 
(menganggur). 
b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. 
                                                          
42 Ibid. Pasal 57. 
43 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Op.cit. Hlm. 360. 
44 Pasal 1 ayat (26). Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara. 
45 Ibid. Pasal 61 ayat (1). 
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c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar 
inventarisasi barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala 
daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya 
dilunasi. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan tersebut 
dengan cara memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/atau harga umum 
setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen 
yang bersertifikat didibang penilaian aset. 
Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang melalui 
Kantor Lelang Daerah setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas 
untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut 
disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. 
2. Hibah 
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari 
pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.46 
Hibah dapat dilakukan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintah. Hibah untuk kepentingan sosial, 
keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, 
                                                          
46  Ibid. Pasal 1 ayat (28). 
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pendidikan, kesehatan dan sejenisnya dan Hibah untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan yaitu Hibah antar tingkat Pemerintahan 
(Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah 
Daerah). 
Syarat-syarat Barang Milik Daerah yang dapat diHibahkan harus 
memenuhi hal-hal sebagai berikut:47 
1) Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
2) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang 
banyak; 
3) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. 
Dalam pelaksanaannya Kepala Daerah menetapkan Barang 
Milik Daerah berupa tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan 
sesuai batas kewenangannya. Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah 
dan/atau Bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak 
awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang 
tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan Kepala Daerah. 
Hibah Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan 
dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 
dilaksananakan oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sedangkan Hibah Barang Milik Daerah yang di atas  Rp 
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5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 
3. Tukar Menukar 
Tukar-menukar barang milik daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau 
dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik 
pemerintah lainnya, atau dengan pihak swasta/pihak lainnya, dengan 
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya 
dengan nilai seimbang.48 
Dalam hal tukar menukar tanah aset daerah maka nilai tukar 
pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan pemerintah 
daerah, selain itu apapun yang harus dibangun oleh pihak ketiga diatas 
tanah tersebut harus seijin pemerintah daerah agar sesuai dengan 
peruntukan tanahnya.  
Adapun ketentuan pelaksanaan  dalah hal tukar menukar tanah 
dan/atau bangunan milik daerah sebagai berikut :49 
a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola 
disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil 
pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah; 
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b. Pengelola  meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya 
tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, 
ekonomis dan yuridis; 
c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, 
pengelola  dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai 
batas kewenangannya; 
d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat 
persetujuan pengelola; dan 
e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima Barang.  
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang 
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah 
atau badan hukum lainnya.50 
Tata cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas Tanah 
dan/atau Bangunan milik daerah, sebagai berikut : 
1. Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah 
Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala 
Daerah disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan 
data; 
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2. Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji 
usul yang disampaikan oleh pengelola; 
3. Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan 
modal tersebut, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan 
permohonan persetujuan kepada DPRD untuk 
menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan 
dijadikan sebagai penyertaan modal; 
4. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepala Daerah 
menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, 
selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan 
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; 
5. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan., selanjutnya dilakukan 
penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima 
kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah; 
6. Pelaksanaan penyertaan modal sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
7. Laporan pemindahtanganan diajukan oleh Kepala Daerah 
kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan. 
D. Tinjauan Umum tentang Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 
1. Pengertian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud 
dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah 
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atau swasta untuk masyarakat misalnya, sekolah, klinik dan tempat 
ibadah. Sedangkan yang dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang 
disediakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan dan alat penerangan 
umum  
Adapun pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 
lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman 
dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas 
penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan 
kehidupan ekonomi,sosial dan budaya. Sedangkan utilitas adalah sarana 
penunjang untuk pelayanan lingkungan.51 
2. Proses Pengadaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 
Dalam melakukan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial 
dimulai dengan tahap perencanaan, pada tahap ini meliputi izin lokasi, izin 
perencanaan, IMB, serta bagaimana status tanah tempat fasilitas sosial 
direncanakan. Aspek pengawasan pada tahap perencanaan saat 
pengembang mengajukan izin pembangunan kompleks perumahan 
merupakan tahap pengendalian awal. Pengendalian ini diharapkan 
nantinya dalam tahap pembangunan dapat sesuai dengan apa yang 
diajukan sesuai dengan rencana/perizinan yang didapat. 52 
Kemudian dilanjutkan pada tahap pembangunan yang mana 
pada tahap ini tanah dimatangkan dan di atasnya dibangun rumah dan 
                                                          
51 Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan 
Permukimana di Daerah 
52 Skripsi Rifky Tamsir. Hlm. 28. 
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fasilitas-fasilitasnya sebagaimana yang dinyatakan dalam rencana proyek 
yang telah disetujui. Dalam tahap ini peran Pemerintah Daerah dalam 
mengawasi pembangunan perumahan dan fasilitas sosial agar sesuai 
standar dan peraturan yang berlaku sangatlah besar. Pelaksanaan 
pengawasan dan pengendalian ini dilaksanakan oleh dinas PU dan 
instansi terkait secara berkelanjutan agar pelanggaran terhadap 
pembangunan fasilias sosial dan fasilittas umum dapat dihindari. 53 
Tahap selanjutnya yaitu, tahap penyerahan. Pada Tahap 
penyerahan ini harus sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 9 tahun 
2009 tentang penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan 
permukiman ke Pemda. Penyerahan yang dimaksud dalam Peraturan 
Mendagri tersebut adalah penyerahan seluruh atau sebagian prasarana 
lingkungan, sarana dan utilitas berupa tanah dan bangunan dalam bentuk 
aset. Setelah aset tersebut telah memenuhi syarat maka tanggung jawab 
pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas tersebut diserahkan kepada 
Pemda. Perumahan yang telah diserahterimakan itu, perawatannya 
dilakukan oleh Pemda melalui instansi yang berwenang mengelolanya. 
Sedangkan kompleks perumahan yang tidak membangun sarana dan 
prasarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak 
dapat diserahkan pada Pemda. 54 
Setelah dilakukan tahap penyerahan sarana, prasarana 
lingkungan, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemda, 
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pengembang sudah tidak bertanggung jawab lagi atas kelangsungannya, 
baik pembiayaan atau pemeliharaan. Segala tanggung jawab sepenuhnya 
telah berada di pihak penghuni dan Pemda. Selanjutnya apabila ada 
pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat yang ingin melakukan 
kerja sama pengelolaan fasilitas yang telah diserahkan kepada Pemda 
untuk keperluan melanjutkan pembangunan perumahannya, seperti diatur 
dalam Permendegri pasal 22 ayat (3) No.9 tahun 2009 maka diwajibkan 
memperbaiki dan memelihara fasilitas tersebut sehingga pemeliharaan 
dan pendanaan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab 
pengelola.55 
3. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (fasilitas sosial 
dan fasilitas umum).  
Yang dimaksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 
adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa 
bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari 
pengembang kepada Pemerintah.56 
Pemerintah Daerah (Pemda) meminta kepada pengembang 
untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan 
permukiman yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa 
pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tata letak yang telah disetujui 
oleh Pemerintah Daerah secara bertahap ataupun sekaligus. Seluruh 
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah di serahkan kepada 
                                                          
55 Ibid.  
56 Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukimana di Daerah   
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Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku maka hak, wewenang dan tanggung jawab pengurusannya 
beralih sepenuhnya kepada Pemda yang bersangkutan. 57 
Jika pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat ingin 
melakukan kerja sama pengelolaan fasilitas yang telah diserahkan kepada 
Pemda untuk keperluan melanjutkan pembangunan, maka pengembang 
diwajibkan memperbaiki dan memelihara fasilitas yang dimaksud dan tidak 
dapat merubah peruntukan fasilitas-fasilitas tersebut. Pemda selambat-
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak saat menerima penyerahan, 
wajib menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dimaksud 
kepada masing-masing instansi yang membidanginya dengan membuat 
Berita Acara Serah Terima. 
Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi 
persyaratan umum, teknis, dan administrasi. Persyaratan umum meliputi 
lokasi sesuai dengan rencana tata letak yang sudah disetujui oleh 
Pemerintah Daerah dan sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi 
teknis bangunan. Persyaratan secara teknis, sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan 
permukiman. Persyaratan administrasi, yaitu harus memiliki beberapa 
dokumen di antaranya, dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Daerah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin penggunaan 
                                                          
57 Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009. 
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bangunan (IPB) dan surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang 
kepada Pemerintah Daerah.  
Sebelum dilakukan penyerahan oleh pemohon kepada Pemda 
terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi. Hasil verifikasi 
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.  
Penyerahan dilakukan dengan dua cara yaitu:  
a. Penyerahan umum/biasa adalah penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas, kepada Pemda dalam keadaan baik;  
b. Penyerahan khusus adalah penyerahan prasarana, sarana dan 
utilitas kepada Pemda yang telah lama selesai namun belum 
juga dilakukan penyerahan, dan pada saat akan dilakukan 
penyerahan kondisi dalam keadaan rusak. Dalam hal 
penyerahan khusus, pengembang diwajibkan memperbaiki lebih 
dahulu kerusakan tersebut.  
Bentuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan 
meliputi : 
1. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan kepada 
Pemda dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi; 
2. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas ke Pemda harus 
dilengkapi dengan sertifikat tanah atas nama Pemda;  
3. Dalam hal sertifikat belum selesai maka penyerahan tersebut 
disertakan dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN);  
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Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang mana Pemerintah 
Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta 
dan atau masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam hal Pemerintah 
Daerah melakukan kerja sama tersebut, pemeliharaan fisik dan 
pendanaan menjadi tanggung jawab pengelola dan pengelola tidak dapat 
mengubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar yaitu pada Perumnas 
Antang dengan pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas 
bertempat di Makassar. Adapun tempat penelitian tambahan guna 
mendapatkan informasi adalah Kantor Pemerintah Kota Makassar, Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi 
Selatan, Perum Perumnas Regional VII Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 
1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui 
wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini 
adalah Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar, Kepala Sub Bagian Aset 
Pemerintah Kota Makassar, Manager Bagian Hukum dan Pertanahan 
Perum Perumnas, Kepala Bagian Tata Usaha Negara Kejaksaan 
Tinggi. 
2. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak 
langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau 
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lembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang ada 
relevansinya dengan penelitian ini; 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, 
yakni: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data 
dan informasi yang diperlukan; 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-
laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan  
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
pengalihan tanah aset daerah kota Makassar yang diperuntukkan sebagai 
fasilitas umum dan fasilitas sosial. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Status Hukum Tanah Aset Daerah Kota Makassar untuk Fasilitas 
Umum dan Fasilitas Sosial yang Dialihkan Kepada Pihak Lain. 
Kewenangan negara di bidang pertanahan didasarkan pada Pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang mengatur bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan tersebut kemudian 
dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 
Dalam pasal tersebut diatur bahwa kewenangan negara di bidang 
pertanahan adalah kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termaksud 
mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan 
tanah dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. 
Pelaksanaan kewenangan negara terhadap tanah tersebut bukan hanya 
dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi dapat juga dikuasakan 
atau dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana didasarkan 
pada Pasal 2 ayat (4) UUPA. 
Wewenang tersebut menjadi menjadi dasar bagi pemegang hak 
penguasaan atas tanah untuk mempergunakan tanah menurut keperluan 
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dan peruntukannya. Status tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah 
daerah adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan sebagai bagian dari hak 
penguasaan atas tanah yang di dalamnya berisikan wewenang, 
kewajiban, dan larangan bagi pemerintah daerah, oleh karena itu 
pemberian Hak Pakai dan Hak Pengelolaan kepada pemerintah daerah 
dilekati dengan wewenang yang ada pada kedua hak tersebut. 
 Salah satu wewenang pemerintah daerah sebagai pemegang hak 
atas tanah adalah untuk melaksanakan pendaftaran tanah guna 
menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian hukum di 
bidang pertanahan dianggap sangat penting karena merupakan salah satu 
tujuan dari eksistensi hukum. Selain itu, kepastian hukum merupakan 
salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ciri dari negara 
hukum. 
Pentingnya penyertifikatan tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan 
memiliki implikasi yuridis terhadap kedudukan tanah tersebut sebagai aset 
daerah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Adapun cara perolehan tanah 
aset daerah oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
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Adapun tanah aset daerah yang berasal dari perolehan lainnya 
yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/pemberian atau 
sejenisnya, termasuk disini adalah penyerahan tanah oleh 
developer/pengembang kepada pemerintah daerah guna pembangunan 
fasilitas umum dan fasiloitas sosial dalam hal ini Perum PERUMNAS. 
PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
berbentuk Perusahan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya 
dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi Pemerintah 
dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah 
ke bawah. Sebagai BUMN pengembang dengan jangkauan usaha 
nasional, perumnas mempunyai 7 wilayah usaha Regional I hingga 
Regional VII dan Regional Rusunawa.58 
Perumnas Antang yang masuk dalam Wilayah Regional VII, 
merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bisnis 
perumahan. Perumnas terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan 
rumah di kawasan tersebut. Pihak Perumnas, khususnya Perumnas 
Antang akan mengembangkan kawasan Antang menjadi kota baru 
dengan menambah pembangunan unit rumah sederhana sehat di 
kawasan tersebut dan akan dibangunnya jalan lingkar, sehingga akan 
dilakukan perluasan areal pembangunan. 
Menurut Ilham, Selaku Staf Ahli Bidang Hukum dan Pertanahan 
Perumnas Regional VII Makassar, tanah yang dikelolah oleh Perum 
                                                          
58 http://perumnas.co.id/sejarah-perumnas/ , diakses tanggal 29 April 2015. 
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Perumnas ini mulanya tanah milik pribadi yang pada saat itu alat bukti 
kepemilikannya masih berupa “Rinci”. Pembebasan tanah tersebut 
dilakukan mulai pada tahun 1985 dengan cara memberikan ganti rugi 
kepada pemilik tanah yang berada dikawasan antang, namun 
pembebasan tanah itu dilakukan secara bertahap atau tidak dilakukan 
sekaligus.59 
Perumnas sebagai developer sangat memperhatikan segala hal 
mengenai pembangunan perumahan, termasuk mengenai pengadaan dan 
pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pengadaan fasilitas sosial 
dan fasilitas umum oleh pihak Perumnas berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
adalah dengan perbandingan 40:60, artinya pada lahan yang yang akan 
dibangun, 40% dari keseluruhan lahan diperuntukan untuk fasilitas sosial 
dan fasilitas umum, sedangkan 60% untuk pembangunan rumah.  
Berdasarkan data Laporan Awal 2015 yang diperoleh penulis di 
Kantor Perumnas Regional VII Makassar, luas tanah yang dikelolah oleh 
Perum Perumnas di kawasan Perumnas Antang Kecamatan Manggala 
yaitu 665,414 m2 dan luas tanah yang sudah digunakan yaitu 664,434 m2 
termasuk  didalamnya tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang 
diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar. Jadi stok tanah Perum 
Perumnas yang masih dalam bentuk lahan matang siap bangun adalah 
                                                          
59 Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2015 di Kantor Perumnas Regional 
VII Makassar. 
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980 m2.  Kemudian luas tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum 
dan fasilitas sosial yang akan diserahkan oleh pihak Perumnas ke 
Pemerintah Kota Makassar berdasarkan aturan diatas yang menyatakan 
bahwa untuk lahan fasum dan fasos 40% dari total lahan yang dikelola 
untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yaitu dengan luas 
219,335 m2.60 
Fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pihak Perumnas 
adalah jalan, saluran air atau drainase, taman bermain, kawasan hijau. 
Sedangkan dalam hal pengadaan fasilitas sosial, pihak Perumnas hanya 
menyiapkan lahan matang yang peruntukannya untuk pembangunan 
fasilitas sosial yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota 
Makassar. Pembangunan fasilitas sosial pada lahan matang tersebut 
dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Makassar ataupun dilakukan oleh 
warga masyarakat sekitar, misalnya masjid, sekolah, puskesmas, dan lain-
lainnya.  
Pemerintah Daerah (Pemda) meminta kepada pengembang untuk 
menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman 
yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan 
dan sesuai dengan rencana tata letak yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Daerah secara bertahap ataupun sekaligus. Seluruh fasilitas 
sosial dan fasilitas umum yang telah di serahkan kepada Pemerintah 
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka 
                                                          
60 Perum Perumnas, Laporan Akhir 2015 Perumnas Regional VII. 
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hak, wewenang dan tanggung jawab pengurusannya beralih sepenuhnya 
kepada Pemda yang bersangkutan.61 
Jika pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat ingin 
melakukan kerja sama pengelolaan fasilitas yang telah diserahkan kepada 
Pemda untuk keperluan melanjutkan pembangunan, maka pengembang 
diwajibkan memperbaiki dan memelihara fasilitas yang dimaksud dan tidak 
dapat mengubah peruntukan fasilitas-fasilitas tersebut. Pemda selambat-
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak saat menerima penyerahan, 
wajib menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dimaksud 
kepada masing-masing instansi yang membidanginya dengan membuat 
Berita Acara Serah Terima.62 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Kantor 
Cabang Sul-Sel 1 Perumnas, penulis mendapatkan Berita Acara Serah 
Terima Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial 
(Terlampir). Dalam Berita Acara Perjanjian penyerahan tanah yang 
dipergunakan untuk prasarana lingkungan, utilitas umum serta fasilitas 
sosial pada kawasan Perumnas Antang Makassar itu dilakukan pada hari 
Sabtu, Tanggal 26 Maret 1988, yang dimana Pihak Pertama adalah Ir. 
Pardi sebagai Kepala Perum Perumnas Cabang VII Makassar dengan 
berdasarkan keputusan Direksi Perum Perumnas Nomor : 
Dirut/497/KPTS/10/1984, sedangkan Pihak Kedua adalah Jancy Raib 
                                                          
61 Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009. 
62 Ibid. Pasal 20. 
49 
 
sebagai Walikota Makassar pada saat itu berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Makassar. 
Menurut penulis, berdasarkan substansi penjanjian penyerahan 
tampak bahwa jenis hak atas tanah yang dapat digunakan atau 
didaftarkan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu dalam bentuk Hak 
Pakai. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik 
orang lain yang memberikan wewenang dan kebijakan yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 
bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan 
undang-undang. Sehingga Pemerintah Kota Makassar hanya 
diperkenankan untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial 
diatas tanah tersebut, serta tidak diperkenankan untuk 
memindahtangankan dan/atau mengakibatkan berubahnya status Hak 
Pakai atas tanah tersebut. 
Ketentuan-ketentuan tentang Hak Pakai yang dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah, dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain :63 
                                                          
63 Jurnal Dinamika Hukum, Oleh Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah 
Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah, Vol. 12 No.1 Januari 2012. Op. cit. Hlm 191. 
50 
 
1. Aspek penggunaan tanahnya, hak pakai ini dipergunakan 
untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. 
2. Aspek masa penguasaan tanahnya, hak pakai ini tidak 
berjangka waktu tertentu, melainkan berlaku selama tanahnya 
dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. 
3. Aspek sifatnya, Hak Pakai ini bersifat right to use, yaitu haknya 
hanya mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan 
tugasnya, tidak right of disposal, yaitu tidak berhak 
mengalihkan atau menjadikan jaminan utang. 
4. Aspek peralihan hak, Hak Pakai ini tidak dapat dialihkan dalam 
bentuk apapun kepada pihak lain melalui jual beli, tukar 
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, atau lelang. 
5. Aspek pembebanan hak, Hak Pakai ini tidak dapat dijadikan 
jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 
6. Pihak lain yang memerlukan tanah Hak Pakai ini ditempuh 
melalui pelepasan atau penyerahan oleh Pemerintah Daerah 
setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD). 
7. Hak Pakai ini tidak dapat disewakan oleh pemerintah daerah 
kepada pihak lain karena tanah yang dapat disewakan hanya 
tanah yang berstatus Hak Milik. 
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Berdasarkan Berita Acara Peyerahan Prasarana Lingkungan, 
Fasilitas umum, dan Fasilitas sosial pada kawasan Perumnas Antang 
Kecematan Manggala, Pihak Pemerintah Kota Makassar menerima 
penyerahan dari Pihak Perum Perumnas yang terdiri dari : 
1. Prasarana Lingkungan : 
1.1. Jalan & Sal. Row 10 panjang 3.557 m, dengan luas =  35,570 m2 
1.2. Jalan & Sal. Row 8 panjang 2.008 m, dengan luas =  16,064 m2 
1.3. Jalan & Sal. Row 6 panjang 6.289 m, dengan luas =  37,734 m2 
1.4. Jalan & Sal. Row 4 panjang 7.979 m, dengan luas =  31,916 m2 
----------------- 
Jumlah  = 121.284 m2 
1.5. Saluran pembuangan air hujan 
( Saluran Terbuka ) panjang 1.500 m, dengan luas =   4.500 m2 
2. Fasilitas Umum  : 
2.1. Jaringan air bersih untuk 2.116 unit rumah. 
2.2. Jaringan listrik untuk 2.116 unit rumah. 
Bak smpah penampung  38 buah. 
2.3. Lokasi Pemadam Kebakaran 1 (satu) unit   : 785 m2 
3. Fasilitas Sosial  : 
3.1. Pendidikan  : 
- SD 2 (dua) unit   dengan luas =  3.882 m2 
3.2. Kesehatan  : 
- Puskesmas  1 (satu)  unit  dengan luas =     250 m2 
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3.3. Peribadatan  : 
- Masjid  1 (satu)  unit   dengan luas =  2.636 m2 
- Tempat ibadat lain 2 (dua) unit dengan luas =     998 m2 
3.4. Pemerintahan dan Pelayanan Umum  : 
- Kantor Kelurahan  1 (satu) unit dengan luas =  1.005 m2 
- Kantor Polisi  1 (satu)  unit  dengan luas =     522 m2 
3.5. Olahraga dan Lapangan Terbuka  : 
- Tempat bermain 7 (tujuh)  unit dengan luas =  3.400 m2 
- Taman  1 (satu)  unit   dengan luas =  2.178 m2 
- Open Space 8 (delapan)  unit dengan luas =  2.935 m2 
- Jalur Hijau  1 (satu)  unit   dengan luas =  34.433 m2 
--------------- 
       Jumlah  = 52.239 m2 
Berdasarkan data perjanjian penyerahan prasarana lingkungan, 
fasilitas umum, dan fasilitas sosial diatas maka jumlah total luas tanah 
yang telah diserahkan oleh pihak Perum Perumnas kepada Pemerintah 
Kota Makasassar adalah 178.808 m2. Luas tanah yang diserahkan ini 
berbeda dengan data laporah awal 2015 Perumnas regional VII yakni 
tanah yang peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan 
perumahan antang ini seluas 219.335 m2. Jadi masih ada 40.527 m2 
tanah yang belum diserahkan oleh pihak Perumnas. 
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Penulis berpendapat bahwa dalam penyerahan tanah peruntukan 
fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh perumnas dilakukan secara 
bertahap atau tidak diserahkan sekaligus ke Pemerintah Kota Makassar. 
Hal ini dibenarkan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pertanahan 
Perumnas Regional VII Makassar, Bapak Joko menyatakan bahwa untuk 
penyerahan tanah peruntukan fasum dan fasos ini dilakukan dengan 
bertahap karena rencana pembangunan untuk perumahan di antang ini 
dilakukan dengan bertahap jadi tidak sekaligus. Kemudian adapun hal-hal 
lain yang mempengaruhi penyerahan ini dilakukan dengan bertahap 
karena fasum dan fasosnya belum dalam keadaan baik, seperti jalan, 
saluran air/drainasenya masih dalam proses pembangunan.64 
Kemudian setelah diserahkannya lahan matang kepada 
Pemerintah Kota Makassar pihak Perumnas tidak lagi melakukan campur 
tangan atau tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap pengadaan dan 
juga pengelolaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut. 
Mengenai pengelolaan fasilitas-fasilitas umum yang telah selesai 
pembangunannya, pihak Perumnas langsung menyerahkan kepada 
Pemerintah Daerah sehingga tanggung jawab pengelolaan fasilitas umum 
tersebut telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar. 
Namun pada saat dilakukan penyerahan pihak Perumnas harus 
                                                          
64 Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2015 di Kantor Perumnas Regional 
VII Makassar. 
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memastikan bahwa fasilitas umum yang akan diserahkan dalam keadaan 
baik atau tidak dalam keadaan rusak. 
Penyerahan tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang 
berdasarkan berita acara perjanjian penyerahan oleh Perum Perumnas 
kepada Pemerintah Kota Makassar dimana penguasaan atas tanah 
tersebut akan beralih kepada Pemerintah Kota Makassar. Sehingga 
Perum Perumnas tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap tanah yang 
diserahkan tersebut. 
Pada Tahap penyerahan itu harus sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan 
Prasarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan permukiman ke Pemda. 
Penyerahan yang dimaksud dalam Peraturan Mendagri tersebut adalah 
penyerahan seluruh atau sebagian prasarana lingkungan, sarana dan 
utilitas berupa tanah dan bangunan dalam bentuk aset. Setelah aset 
tersebut telah memenuhi syarat maka tanggung jawab pengelolaan 
prasarana, sarana dan utilitas tersebut diserahkan kepada Pemda. 
Perumahan yang telah diserahterimakan itu, perawatannya dilakukan oleh 
Pemda melalui instansi yang berwenang mengelolanya. 
Berdasarkan pernyataan diatas, maka Penulis berpendapat 
bahwa tanah-tanah peruntukan prasarana, utilitas umum dan fasilitas 
sosial yang diserahkan oleh pihak pengembang dalam hal ini Perum 
Perumnas baik yang sudah dibanguni maupun yang masih dalam bentuk 
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lahan matang haruslah dicatat atau di inventarisasi oleh pihak Pemerintah 
Kota Makassar bahwa itu adalah aset daerah. Hak penguasaan atas 
tanah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah Hak 
pakai. Hal ini dijelaskan dalam berita acara penyerahan dalam Pasal 1 
ayat (4) yang menyatakan bahwa : 
“Penyerahan dilakukan dengan cuma-cuma dalam bentuk Hak 
Pakai selama peruntukannya dan untuk itu pihak kedua tidak 
dikenakan kewajiban membayar biaya pembuatan perjanjian ini, 
uang pemasukan atas tanah dan biaya pembangunan prasarana 
dan sarana lingkungan yang diserahkan dalam perjanjian ini yang 
kesemuanya itu merupakan beban dan tanggung jawab pihak 
pertama, sedangkan biaya-biaya permohonan Hak Pakai 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) 
perjanjian ini sampai dengan terbitnya sertifikat Hak Pakai atas 
nama Pihak Kedua sepenuhnya menjadi beban dan tanggung 
jawab Pihak Kedua.” 
Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai dapat 
digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan yaitu pada kata 
menggunakan, dan atau dapat digunakan untuk kepentingan pertanian, 
perikanan, peternakan, dan perkebunan yaitu pada kata memungut hasil 
dari tanah. Namun Pemerintah Kota Makassar disini digunakan untuk 
pembangunan prasarana, utilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan 
perumahan. 
Tanah aset daerah dari pengembang tersebut harusnya segera 
didaftarkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Pendaftaran tanah 
merupakan proses pemberian status hukum berupa hak pada tanah 
tersebut sesuai dengan yang dimohonkan. Dalam hal ini Pemerintah Kota 
Makassar harus memohonkan hak pakai atas tanah yang telah 
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dikuasainya secara fisik sehingga memiliki status hukum di atas tanah itu 
sesuai dengan yang dimohonkan. 
Pendaftaran tanah yang dilakukan di kantor pertanahan setempat 
merupakan pekerjaan administrasi negara dalam memberikan status 
hukum atas tanah aset daerah bekas tanah Belanda. Sehingga, 
pemberian status hukum di atas tanah yang didaftar menyebabkan 
pemegang hak atas tanah menerima hak yang dilindungi oleh negara 
sesuai jenis haknya. Dengan terdaftarnya hak atas tanah kepada semua 
subyek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut 
sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, terciptalah jaminan 
kepastian dan perlindungan hukum bagi subyek hak tersebut dalam 
kepemilikan dan penggunaan tanah.65 
Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban mendaftarkan aset 
daerah yaitu pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 
tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 1 
Peraturan Menteri Agraria tersebut dinyatakan bahwa hak pakai yang 
diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah 
swatantra dan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 harus didaftar.  
Kewajiban untuk menyertipikatkan tanah yang dikuasai oleh 
pemerintah daerah juga tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 
                                                          
65 Pemberian kepastian dan perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan dari 
pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 
tersebut dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah yang 
dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Pasal tersebut jelas menunjukan bahwa tanah peruntukan 
fasum dan fasos yang diserahkan oleh prumnas sebagai pengembang 
yang secara fisik berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kota 
Makassar harus disertifikatkan. 
Selain Undang-Undang tersebut, kewajiban untuk menyertipikatkan 
tanah aset daerah yang secara fisik dikuasai oleh pemerintah daerah juga 
terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal 
tersebut dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah 
harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau 
pemerintah daerah yag bersangkutan. 
Kemudian dalam Berita Acara Penyerahan Prasarana, fasilitas 
umum, dan fasilitas sosial juga dinyatakan supaya Pemerintah Kota 
Makassar untuk segera menyertipikatkan tanah yang diserahkan oleh 
pengembang selaku pihak yang menyerahkan. Pernyataan tersebut 
berada pada Pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa : 
Dengan sertipikat Hak Pengelolaan tersebut Pasal 1 ayat (3) atas 
seluruh tanah yang sebagian diserahkan oleh pihak pertama 
kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) 
dan ayat (2), maka atas bagia tanah tersebut oleh pihak kedua 
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akan segera memohon Hak Pakainya kepada instansi yang 
berwenang, dengan jangka waktu selama tanah bagian tersebut 
dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk Prasarana 
lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial. 
Apabila tanah aset daerah tersebut disertipikatkan maka 
kedudukan Pemerintah Kota Makassar adalah penguasa yuridis dan 
penguasa fisik tanah aset daerah. Penguasaan dalam arti yuridis adalah 
penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada 
umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk 
menguasai tanahnya secara fisik. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 
Satjipto Rahardjo bahwa terdapat perbedaan antara penguasaan dan 
pemilikan (Penguasaan yang dilandasi hak). Penguasaan hanya 
menekankan pada sifat factual yaitu mementingkan kenyataan pada suatu 
saat, penguasaan juga bersifat sementara sampai nanti ada kepastian 
hubungan antara penguasa fisik dengan barang yang dikuasainya.66 
Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, tanah 
aset Pemerintah Kota Makassar yang terletak pada kawasan Perumnas 
Antang, Jalan Bitoa II Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, 
dengan luas 785m2 yang merupakan tanah peruntukan lokasi Pemadam 
Kebakaran sesuai dalam Berita Acara Penyerahan, ternyata belum 
disertipikatkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Sehingga Pemerintah 
Kota Makassar belum menguasai secara yuridis terhadap tanah aset 
tersebut. 
                                                          
66 Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung : P. T. Citra Aditya Bhakti. Hlm 62 
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Menurut Penulis, tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota 
Makassar yang belum didaftarkan atau disertipikatkan berakibat pada 
status hukum tanah tersebut. Status hukum tanah aset daerah yang 
berasal dari penyerahan Pengembang sebagai kewajiban untuk 
pembangunan perumahan yang belum disertipikatkan di Jalan Bitoa II 
Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala merupakan tanah negara 
karena tanah negara merupakan tanah yang belum ada Hak atas tanah 
yang melekat di atasnya, Sehingga penguasaan yuridis terhadap tanah 
tersebut ada pada Menteri Dalam Negeri walaupun penguasaan fisiknya 
ada pada Pemerintah Daerah Kota Makassar. 
Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 
tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Atas Tanah, diatur bahwa Hak Pakai atas tanah negara dan atas 
tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan 
dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan bahwa sebagai tanda bukti 
hak diberikan sertifikat hak pakai atas tanah. Substansi pasal tersebut 
jelas menunjukan bahwa tanah aset daerah yang belum bersertipikat yang 
selama ini dikuasai untuk kegiatan operasional pemerintah masih 
merupakan tanah negara karena untuk menjadi Hak Pakai oleh 
pemerintah harus didaftarkan sebagaimana yang disebutkan dalam 
peraturan pemerintah tersebut. 
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Walaupun tanah tersebut berstatus tanah negara namun tetap 
dapat diakui sebagai aset tetap daerah. Hal ini sejalan dengan substansi 
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 
barang milik daerah meliputi barang yang diperoleh atas beban 
APBN/APBD dan dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pasal 
selanjutnya dinyatakan bahwa perolehan lainnya yang sah adalah barang 
yang diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis, barang yang 
merupakan pelaksanaan perjanjian/kontrak, dalam hal ini tanah yang 
diperoleh dari perjanjian penyerahan pihak Perum Perumnas sebagai 
pengembang kawasan perumahan. Berdasarkan substansi pasal tersebut 
maka aset daerah berupa tanah yang diperoleh dari pengembang tersebut 
berdasarkan ketentuan undang-undang yakni Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan prasana, sarana, dan 
utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepada Pemerintah Daerah. 
Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Lampiran II angka 
21 PP tersebut dinyatakan bahwa apabila perolehan aset tetap belum 
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu 
proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih 
harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di 
instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat 
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terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 
berpindah. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Urip Santoso dalam Jurnalnya 
yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak 
Penguasaan Atas Tanah menyatakan bahwa kalau tanah yang dikuasai 
oleh Pemerintah Daerah berstatus Hak Pakai, maka kewenangan 
terhadap  tanahnya adalah mempergunakan tanah hak pakai tersebut 
untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Kalau tanah Hak Pakai 
tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan 
tugasnya, maka Hak Pakai tersebut hapus dan tanahnya kembali 
berstatus tanah negara.67 
Tanah tersebut masih merupakan aset daerah walaupun status 
hukumnya adalah tanah negara karena tanah tersebut telah dikuasai 
secara fisik oleh Pemerintah Kota Makassar berdasarkan berita acara 
penyerahan oleh perumnas, jadi tanah tersebut tetap merupakan tanah 
aset daerah namun penguasaan yuridisnya ada pada kementrian 
keuangan. Pemerintah Kota Makassar hanya dapat menguasai secara 
fisik tanah aset tersebut, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan 
hukum diatas tanah itu karena pemerintah kota Makassar tidak memiliki 
bukti penguasaan yuridis terhadap tanah tersebut. 
                                                          
67 Jurnal Dinamika Hukum, Oleh Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah 
Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah, Vol. 12 No.1 Januari 2012. 
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Hal ini sangat berbeda jika Pemerintah Kota Makassar menguasai 
secara yuridis. Jika pemerintah menguasai secara yuridis dan secara fisik 
atas tanah aset daerah tersebut maka Pemerintah Kota Makassar akan 
mendapatkan perlindungan hukum dalam menguasi tanah aset daerah. 
Selain itu, kelemahan lainnya apabila Pemerintah kota Makassar hanya 
menguasai secara fisik atas tanah aset daerah adalah Pemerintah Kota 
Makassar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 
yang berkaitan dengan tanah aset daerah tersebut. 
Ketidakwenangan Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan 
perbuatan hukum ini disebabkan kewenangan yurudis atas tanah aset 
daerah itu ada pada Menteri Dalam Negeri68 sedangkan pemerintah Kota 
Makassar hanya menguasai secara fisik. Kedudukan Pemerintah Kota 
Makassar hanya menguasai secara fisik dan bukan penguasaan yuridis 
menyebabkan tidak seharusnya Pemerintah Kota Makassar melakukan 
perbuatan hukum karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum diatas tanah tersebut. 
Namun realitasnya, tanah aset daerah yang diperuntukkan 
sebagai lahan Pemadam Kebakaran pada kawasan Perumnas Antang, 
Jalan Bitoa II, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala yang 
diserahkan oleh Perum Perumnas tersebut telah dialihkan kepemilikannya 
                                                          
68 Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan 
Tanah-tanah Negara. 
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kepada pihak tertentu serta telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah 
tersebut.  
Berkaitan dengan adanya pengalihan tersebut, Joko selaku Staf 
Ahli Bidang Hukum dan Pertanahan Perumnas Regional VII Makassar 
menanggapi bahwa berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak 
perumnas dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita 
Acara Penyerahan fasum dan fasos untuk kawasan perumahan, dimana 
tanah yang diperuntukkan sebagai lahan pemadam kebakaran, akan 
tetapi tidak dilaksanakan atau digunakan sesuai apa yang disepakati pada 
berita acara, itu merupakan perbuatan yang melanggar kesepakatan 
tersebut.69 
Berdasarkan peneltian yang dilakukan oleh penulis, pada lahan 
tersebut sudah dibanguni 3 (tiga) unit ruko, serta 3 (tiga) unit rumah. 
Menurut Ilham selaku staf ahli Bidang Pertanahan dan Produksi Perumnas 
Cabang Sul-Sel 1, bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah yang 
merupakan peruntukan Lahan Pemadam Kebakaran itu bukan dari Pihak 
Perumnas yang melakukan pembangunan diatas tanah tersebut.70 
 
 
                                                          
69 Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2015 di Kantor Perumnas Regional 
VII Makassar. 
70 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2015 di Kantor Perumnas Cabang 
Sul-Sel 1 Makassar. 
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B. Pelaksanaan Pengalihan Tanah Aset Daerah Kota Makassar 
untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pihak Lain. 
Dalam Berita Acara Penyerahan Prasarana lingkungan, Utilitas 
umum dan fasilitas sosial antara Perumnas dengan Pemerintah Kota 
Makassar, para pihak sepakat bahwa, pihak pertama dalam hal ini 
Perumnas menyerahkan kepada pihak kedua yaitu Pemerintah Kota 
Makassar berupa tanah yang akan dipergunakan sebagai prasarana 
lingkungan, fasilitas umum, serta fasilitas sosial di Perumahan Perum 
Perumnas Antang Makassar. Dimana dalam serah terima tanah antara 
pihak pertama dengan pihak kedua tersebut mempunyai 6 syarat-syarat 
dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati setelah proses pemyerahan 
ini, yaitu : 
1. Tanah yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak 
kedua merupakan bagian dari tanah yang telah dibebaskan 
oleh pihak pertama yang telah diterbitkan Surat Keputusan 
menteri dalam negeri Nomor : SK.26/HPL/DA/1987 tanggal 13 
Juli 1987 tentang pemberian Hak Pengelolaan atas seluruh 
tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional. Tanah yang 
diserahkan kepada pihak kedua dengan cuma-cuma itu dalam 
bentuk Hak Pakai selama peruntukannya, serta biaya-biaya 
pemenuhan Hak Pakai dalam perjanjian ini sampai dengan 
terbitnya sertifikat Hak Pakai atas nama pihak kedua 
sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua. 
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2. Tanah -tanah yang diserahkan oleh pihak pertama kepada 
pihak kedua dalam perjanjian penyerahan ini hanya dapat 
dipergunakan untuk prasarana lingkungan , fasilitas umum, dan 
fasilitas sosial, serta atas bagian tanah tersebut oleh pihak 
kedua akan segera memohon Hak Pakainya kepada instansi 
yang berwenang. 
3. Hak/wewenang untuk mengatur dan memungut biaya 
pemeliharaan lingkungan dari masyarakat Perumnas Antang 
yang selalma ini ada pada pihak pertama, maka sepenuhnya 
akan dialihkan menjadi hak/wewenang pihak kedua selambat-
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perjanjian 
ini. 
4. Pajak-pajak yang timbul atas tanah yang dipergunakan sebagai 
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan oleh pihak 
pertama dalam perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan 
tanggung jawab pihak kedua, serta pihak kedua tidak 
diperkenankan melakukan perbuatan hukum dalam bentuk 
apapun yang dapat mengakibatkan berubahnya Hak Pakai atas 
tanah yang diserahkan oleh pihak pertama. 
5. Pihak kedua berkewajiban untuk memelihara, memperbaiki, 
mengatur, menyempurnakan dan bila perlu mengadakan 
penggantian atas seluruh fasilitas umum dan fasilitas sosial, 
serta mengatur/memlihara agar tanah tersebut tetap 
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mempunyai fungsi sosial dan dipergunakan sesuai dengan 
peruntukannya dengan biaya sepenuhnya dari pihak kedua. 
6. Terhadap perselisihan yang mungkin akan timbul diantara 
kedua belah pihak sebagai akibat perbedaan pendapat 
mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan penjanjian 
penyerahan ini, maka kedua pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya secara musyawarah untuk memperoleh 
permufakatan. 
Berdasarkan berita acara penyerahan, maka status Hak 
Pengelolaan atas tanah peruntukan lahan Pemadam kebakaran yang 
diserahkan oleh Perum Perumnas akan hapus, sehingga akan menjadi 
Hak Pakai bagi Pemeritah kota Makassar dan dicatat sebagai aset 
daerah. Namun tanah aset daerah itu harus didaftarkan terlebih dahulu 
jika pemkot ingin menguasai secara fisik maupun yurudis terhadap tanah 
itu, tetapi ternyata Pemerintah Kota Makassar belum menyertifikatkkan 
tanah tersebut. Tidak disertifikatkannya aset daerah yang berupa tanah 
tersebut maka statusnya akan kembali menjadi tanah negara namun tetap 
menjadi aset daerah. 
Tidak disertifikatkannya tanah aset daerah yang diperuntukkan 
sebagai lahan Pemadam Kebakaran itu, maka Pemerintah tidak memiliki 
kewenangan yuridis terhadap tanah itu sehingga tidak bisa melakukan 
perbuatan hukum dalam bentuk apapun sehingga berubahnya peruntukan 
tanah tersebut. Tetapi berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan 
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penulis, tanah tersebut sudah beralih ke pihak lain dan bahkan tanah 
tersebut sudah dibanguni ruko serta rumah. Berikut gambar ruko dan 
rumah yang penulis dapatkan dilokasi tanah yang tercatat sebagai lahan 
peruntukan Kantor Pemadam Kebakaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Publikasi Penulis 
Berdasarkan peta tanah yang diperlihatkan oleh Mansyur selaku 
Kasubsi Penyaluran dan Penataan Tanah BPN Makassar, bahwa tanah 
tersebut telah disertifikatkan dengan sertifikat Hak Milik, namun penulis 
tidak dapat informasi tentang siapa pemilik tanah maupun bangunan serta 
kapan diterbitkan sertifikat Hak Milik tersebut. Menurut Mansyur itu 
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merupakan informasi yang tidak bisa kami berikan karena itu merupakan 
rahasia negara.71 
Sehingga yang menjadi pokok pembahasan penulis disini yaitu 
dasar hukum sehingga tanah aset daerah yang diperuntukkan sebagai 
lahan pemadam kebakaran bisa dialihkan kepada pihak lain dan 
diterbitkan sertifikat Hak Milik. Padahal tanah tersebut merupakan aset 
daerah yang penguasaan yuridisnya ada pada Kementerian Keuangan 
akibat tidak didaftarkannya aset tersebut oleh Pemerintah Kota Makassar, 
jadi Pemerintah Kota Makassar hanya menguasai secara fisik dan tidak 
bisa melakukan perbuatan hukum atas tanah aset itu dalam hal ini 
mengalihkannya ke pihak lain. Namun kenyataannya tanah tersebut 
dialihkan ke pihak lain. 
Menurut Andi Akbar selaku Kepala Seksi Pengendalian 
Pertanahan Kanwil BPN, bahwa Pemerintah Kota Makassar mengalihkan 
tanah aset tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota untuk 
Pelepasan tanah tersebut dengan berdasarkan pada SK Ex Gemeente, 
dimana tanah ex gemeente itu merupakan tanah- tanah yang berasal dari 
pemerintahan Belanda yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar, 
padahal kenyataannya tanah tersebut merupakan penyerahan oleh 
                                                          
71 Wawancara dilakukan pada tanggal 22 April 2015 di Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kota Makassar. 
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pengembang untuk digunakan sebagai fasum dan fasos, jadi disitulah 
letak kesalahan dari Pemerintah Kota Makassar.72 
Tanah ex gemeente merupakan tanah bekas Belanda. Tanah ex 
gemeente tersebut tunduk pada konsepsi domein verklaring. Dalam 
konsepsi domein verklaring, semua tanah merupakan milik negara kecuali 
bisa dibuktikan sebaliknya. Tanah tersebut ada yang dikuasai oleh 
masyarakat dan ada yang dikuasai oleh pemerintah. Setelah Indonesia 
merdeka, tanah ex gemeente yang dikuasai oleh masyarakat tersebut 
dapat ditingkatkan statusnya melalui prosedur tertentu dan membayar 
ganti rugi kepada Pemerintah Kota Makassar. Artinya, tanah-tanah 
tersebut hanya secara fisik dikuasai oleh masyarakat dan kewenangan 
yuridisnya ada Pemerintah Kota Makassar. 73 
Menurut Penulis, bahwa proses pemindahtanganan aset daerah 
yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan berdasarkan SK 
pelepasan tanah ex gemeente merupakan kesalahan prosedur karena 
tanah aset tersebut berasal dari penyerahan pengembang guna untuk 
pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran, bukan dari tanah bekas milik 
pemerintahan Belanda. Hal ini dibenarkan oleh Sulaiman selaku Staf 
Bidang Pertanahan Pemerintah Kota Makassar, bahwa tanah-tanah ex 
gemeente atau tanah bekas pemerintahan Belanda itu tidak ada dibagian 
Perumnas Antang, Aset daerah yang ada di Perumnas Antang merupakan 
                                                          
72 Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei 2015 di Kantor Kementerian Agraria 
dan Tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan. 
73 Sri Susyanti Nur, dkk. 2013, Status Hukum Tanah Bekas Milik Asing/Cina, 
Universitas Hasanuddin : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 
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penyerahan oleh pengembang sebagai kewajiban untuk pembangunan 
fasum dan fasos.74 
Dalam hal pengalihan hak atas tanah aset daerah dapat dilakukan 
melalui penghapusan dan pemindahtanganan sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 
serta lebih mengkhusus lagi pada Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan 
pemindatanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang 
Milik Daerah dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat 
yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.75 
Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang 
Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.76  
Seperti yang sudah dijelaskan di atas pemindahtanganan adalah 
pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari 
                                                          
74 Wawancara dilakukan pada tanggal 22 April 2015 di Kantor Walikota Makassar. 
75 Pasal 1 ayat (14) PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah 
 
76 Ibid. Pasal 1 ayat (15) 
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penghapusan. Penghapusan aset daerah dilakukan pada saat aset 
daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dalam 
hal ini Pemerintah Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan site plan 
Kawasan Perumahan Antang yang didapatkan oleh penulis di Pemkot, 
bahwa dalam site plan tersebut keterangan untuk aset daerah yang 
diperuntukkan sebagai lokasi Pemadam Kebakaran sudah dihapus dalam 
daftar aset Pemerintah Kota Makassar seperti yang terlihat pada gambar 
dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Site Plan dari BIdang Aset Pemerintah Kota Makassar 
Pada gambar site plan diatas terlihat bagian yang terletak di 
samping Pos Polisi tidak memiliki keterangan apapun. Lokasi tersebut 
berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak Perum Perumnas yaitu 
Joko selaku staf Bagian Hukum dan Pertanahan, bahwa lokasi tersebut 
merupakan tempat Pemadam Kebakaran berdasarkan site plan yang 
disepakati dulu oleh perumnas dengan Pemkot pada tahun 1988. 
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Substansi Pasal 46 Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 yaitu 
dalam hal pemindahtanganan tanah aset daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga dalam hal ini harus memiliki 
proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Berikut Bagan Proses dan tata cara pelaksanaan pengalihan 
tanah aset daerah : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemohon mengajukan usulan atas Aset Daerah berupa tanah 
kepada Kepala Daerah disertai dengan alas an pertimbangan serta 
kelengkapan data 
Kepala Daerah (Walikota) membentuk Tim untuk meneliti dan 
mengkaji usul yang disampaikan oleh Pihak Pemohon sesuai dengan 
PP nomor 6 Tahun 2006 
Apabila Kepala Daerah menyetujui, selanjutnya Kepala Daerah 
mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk menghapus atau memindahtangankan aset Daerah 
tersebut yang akan dijadikan hak milik 
Pemohon mengajukan usulan atas Aset Daerah berupa tanah 
kepada Kepala Daerah disertai dengan alas an pertimbangan serta 
kelengkapan data 
Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
kepala Daerah menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, 
selanjutnya Kepala Daerah mempersiapkan rancangan Peraturan 
Daerah 
Setelah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan tanah dengan 
berita acara serah terima kepada pemohon  
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Kemudian adapun pemindahtanganan Barang Milik Daerah 
berupa Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 
DPRD apabila:77 
a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan 
kota;  
b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti 
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;  
c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;  
d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;  
e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan, yang jika status 
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 
Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut 
atas penghapusan barang milik daerah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
                                                          
77 Ibid. Pasal 58 ayat (2). 
Pelaksanaan sesuai dengan aturan perundang-undangan 
Laporan pemindahtanganan diajukan oleh Kepala Daerah (Walikota) 
kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 8 hari setelah 
ditetapkan keputusan penghapusan tanah aset daerah 
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Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta lebih 
mengkhusus lagi pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 
2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi:78 
1.   Penjualan 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 
2007 tidak menggunakan kata jual beli tetapi menggunakan kata 
Penjualan. Dalam aturan tersebut pengertian Penjualan adalah 
pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan 
menerima penggantian dalam bentuk uang.79 
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan 
beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: 80 
a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle 
(menganggur). 
b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila 
dijual. 
c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar 
inventarisasi barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala 
                                                          
78 Ibid. Pasal 57. 
79 Pasal 1 ayat (26). Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara. 
80 Ibid. Pasal 61 ayat (1). 
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daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya 
dilunasi. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan tersebut 
dengan cara memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/atau harga umum 
setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen 
yang bersertifikat didibang penilaian aset. 
Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang melalui 
Kantor Lelang Daerah setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas 
untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut 
disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. 
2.   Hibah 
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari 
pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.81 
Hibah dapat dilakukan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintah. Hibah untuk kepentingan sosial, 
keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, 
pendidikan, kesehatan dan sejenisnya dan Hibah untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan yaitu Hibah antar tingkat Pemerintahan 
(Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah 
Daerah). 
                                                          
81  Ibid. Pasal 1 ayat (28). 
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Syarat-syarat Barang Milik Daerah yang dapat diHibahkan harus 
memenuhi hal-hal sebagai berikut:82 
1) Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
2) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang 
banyak; 
3) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. 
Dalam pelaksanaannya Kepala Daerah menetapkan Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan sesuai 
batas kewenangannya. Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah 
dan/atau Bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak 
awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang 
tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan Kepala Daerah. 
Hibah Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan 
dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 
dilaksananakan oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, sedangkan Hibah Barang Milik Daerah yang di atas  Rp 
5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 
 
 
                                                          
82  Ibid. Pasal 78 ayat (2) 
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3.   Tukar Menukar 
Tukar-menukar barang milik daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau 
dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik 
pemerintah lainnya, atau dengan pihak swasta/pihak lainnya, dengan 
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya 
dengan nilai seimbang.83 
Dalam hal tukar menukar tanah aset daerah maka nilai tukar pada 
prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan pemerintah 
daerah, selain itu apapun yang harus dibangun oleh pihak ketiga diatas 
tanah tersebut harus seijin pemerintah daerah agar sesuai dengan 
peruntukan tanahnya.  
Tukar menukar berupa tanah dan/atau bangunan milik daerah 
dapat dilakukan dengan pihak :84 
a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 
b. Antar Pemerintah Daerah;  
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik 
pemerintah lainnya; 
d. Swasta. 
Adapun ketentuan pelaksanaan  dalah hal tukar menukar tanah 
dan/atau bangunan milik daerah sebagai berikut :85 
                                                          
83  Ibid. Pasal 1 ayat (27). 
84  Ibid. Pasal 73 ayat (2). 
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a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola 
disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil 
pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah; 
b. Pengelola  meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya 
tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, 
ekonomis dan yuridis; 
c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, 
pengelola  dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai 
batas kewenangannya; 
d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat 
persetujuan pengelola; dan 
e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima Barang.  
4.   Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang 
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah 
atau badan hukum lainnya.86 
Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan 
                                                                                                                                                               
85  Ibid. Pasal 76 
86 Ibid. Pasal 1 ayat (29). 
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kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
Pemerintah dan swasta. Penyertaan modal pemerintah daerah 
dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan 
oleh pengguna kepada Kepala Daerah atau terhadap tanah dan/atau 
bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal dan 
juga selain tanah dan/atau bangunan. Kemudian kepala daerah 
menetapkan barang milik daerah dan/atau bangunan yang akan dijadikan 
untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya. 
Tata cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas Tanah 
dan/atau Bangunan milik daerah, sebagai berikut : 
1. Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah 
Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah 
disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data; 
2. Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji 
usul yang disampaikan oleh pengelola; 
3. Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan 
modal tersebut, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan 
permohonan persetujuan kepada DPRD untuk 
menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan 
dijadikan sebagai penyertaan modal; 
4. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepala Daerah 
menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya 
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pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah; 
5. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan., selanjutnya dilakukan 
penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada 
pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah; 
6. Pelaksanaan penyertaan modal sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
7. Laporan pemindahtanganan diajukan oleh Kepala Daerah 
kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan. 
Menurut Andi akbar selaku Kepala Seksi Pengendalian 
Pertanahan Kanwil BPN, bahwa mungkin alasan mengapa Pemerintah 
Kota Makassar mengalihkan tanah aset darah tersebut dengan dasar 
tanah ex gemeente bukan berdasarkan dengan Peraturan yang mengatur 
tentang itu karena Pemerintah Kota Makassar tidak mau melalui proses 
yang harus dengan izin Dewan Perwakilan Rakyat untuk Pelepasan 
Tanah aset daerah,  karena pasti DPR tidak akan memberikan izin untuk 
pelepasan tanah tersebut sebab tanah itu memeng pada awalnya tidak 
bisa dialihkan karena merupakan tanah Hak Pakai yang harus digunakan 
sebagai Lahan untuk Pemadam Kebakaran.87 
 
                                                          
87 Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei 2015 di Kantor Kementerian Agraria 
dan Tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Status hukum tanah aset daerah Kota Makassar yang diperuntukan 
sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam hal ini di Perumnas 
Antang merupakan tanah negara. Penguasaan yuridis atas tanah 
tersebut ada pada Menteri Dalam Negeri sebagai pengelola tanah 
negara (barang milik negara), sebab Pemerintah Kota Makassar belum 
menyertipikatkan tanah tersebut sebagai Hak Pakai atas tanah 
sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oleh karena itu, Pemerintah 
Kota Makassar belum menjadi subjek hak atas tanah tersebut. 
2. Pengalihan tanah aset daerah Kota Makassar yang peruntukannya 
sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak lain, secara 
yuridis prosedural telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah karena dasar hukum pengalihan tanah aset tersebut 
oleh Pemerintah Kota Makassar kepada pihak lain yaitu dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Pemindahtangan yang berdasarkan 
Surat Keputusan Ex Gemeente. Artinya, tanah tersebut merupakan 
tanah bekas milik Pemerintahan Belanda. Padahal keyataannya tanah 
tersebut merupakan penyerahan dari pihak Perumnas sebagai 
kewajiban untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.  
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B. Saran 
1. Pemerintah Kota Makassar harus segera menyertipikatkan tanah-
tanah aset daerah yang diserahkan oleh pengembang sebagai 
kewajiban untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di 
kawasan perumahan. 
2. Pemerintah Kota Makasar harus meningkatkan pengawasan serta 
pemeliharaan  terhadap tanah-tanah aset daerah yang telah dikuasai 
terutama aset peruntukan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta 
pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan aset daerah tersebut 
dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan, Camat, serta lurah setempat harus melakukan fungsi 
pengawasan termasuk mengawasi tanah-tanah aset daerah tersebut. 
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LAMPIRAN 1 
 
Sindonews.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) 
menyelidiki dugaan penggelapan dan jual beli aset berupa lahan 
peruntukan fasiltas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dalam 
kawasan Perumnas Antang, Jalan Bitoa 2 Blok 3, Kelurahan Manggala, 
Kecamatan Manggala, seluas 785 meter persegi (m2). 
 
Terkait dengan proses penyelidikan perkara tersebut, tim penyidik intelijen 
melakukan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Makassar Malik B 
Masry selama tiga jam. Pemeriksaan terhadap Malik B Masry terkait 
dengan penerbitan surat keputusan penggunaan lahan pemadam 
kebakaran diatas lahan fasum dan fasos kawasan Perumnas tersebut.  
 
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel Nur Alim 
Rachim mengatakan, lahan seluas 785 m2 tersebut merupakan lahan 
dengan peruntukan fasum dan fasos yang telah diserahkan oleh Perum 
Perumnas kepada Pemkot Makassar, sebagai kewajiban penyediaan 
lahan pembangunan fasilitas umum dan sosial oleh pemerintah. "Akan 
tetapi lahan dengan peruntukan fasum dan fasos tersebut oleh 
sekelompok orang dilingkup Pemerintah Kota Makassar justru dialihkan, 
diselewengkan dan kemudian dijadikan sebagai hak milik perseorangan," 
ujar Nur Alim, Kamis (21/3/2013).  
 
Diketahui, dalam sejarah lahan seluas 785 m2 tersebut diserahkan oleh 
pihak Perum Perumnas ke Pemkot Makassar melalui Kepala Cabang 
Perum Perumnas Regional VII Ujungpandang Pardi kepada Yanci Rait 
selaku Wali Kota Makassar kala itu yakni tahun 1988. 
 
Pada saat penyerahan lahan fasum-fasos yang kemudian seharusnya 
dicatat sebagai aset Pemkot Makassar itu, terdapat klausal dimana diatur 
kalau Pemkot hanya boleh menggunakan lahan tersebut untuk 
menggunakan fasum- fasos, akan tetapi dialihkan untuk sertifikat hak 
milik. "Pengalihan aset tersebut menggunakan modus atau diatur sebagai 
ex gemente atau lahan peninggalan Belanda. Akan tetapi jadi pertanyaan, 
kenapa bisa ada pengalihan aset tersebut, padahal psda tanggal 31 
Desember 1987 Kantor Agraria Makassar menerbitkan untuk HPL saja," 
ujar Nur Alim.  
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Pengalihan aset lahan fasum-fasos tersebut menurut informaai Kejati 
Sulsel diketahui, penerbitan sertifikat hak milik dilakukan pada tahun 2008 
dan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan Badan Pertanahan Nasioanl 
(BPN) atas nama Imran Rosadi Adnan, seorang pegawai PDAM Makassar 
yang juga putra dari Mantan Ketua DPRd Makassar (alm) Adnan 
Machmud.  
 
Terkait dengan termuan tersebut, Malik B Masry dalam keterangannya 
kepada penyidik menyebutkan, pengelolaan tanah aset negara khususnya 
fasum-fasos termasuk di kawasan Perumnas Antang tersebut dilakukan 
oleh tim panitia pos tanah yang diketuai oleh Ince Adnan Machmud tahun 
1998 dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot 
Makassar. Lebih lanjut Nur Alim menjelaskan, dugaan penyidik terjadinya 
pengalihan kepemilikan tanah aset negara tersebut terjadi pada tahun 
1998 dan sertifikat hak miliknya terbit pada tahun 2008.  Berdasarkan 
hasil penelusuran Kejati diketahui kalau diatas lahan aset Pemkot di 
Perumnas Antang tersebut telah berdiri tiga unit rumah toko (ruko) dengan 
harga Rp500 juta lebih per unit dan dua buah rumah skala mewah.  
 
Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Abdul Azis 
mengaku kalau informasi adanya praktik jual beli aset tanah milik Pemkot 
Makassr sudah cukup lama merebak. Hal tersebut juga menurut dia 
diperparah dengan sistem pencatatan aset Pemkot yang buruk dan tidak 
tertata baik.  "Kami mendesak agar kejaksaan bisa membuka lebih terang 
kasus dugaan jual beli tanah di Makassar ini. Selain meugikan Pemkot 
Makassar karena asetnya dicuri, ini perlu dituntaskan karena kami duga 
ada permainan, ada mafinya juga praktik jual beli lahan ini," ungkapnya. 
 
 
